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ABSTRAK 
 
Pelaksanaan tugas jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak lepas dari 
fungsinya untuk melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. Atas dasar pelayanan 
terhadap masyarakat PPAT seringkali membantu pengurusan peralihan hak atas tanah bagi 
pembeli dengan menerima titipan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 
(BPHTB) untuk selanjutnya dibayarkan ke instansi terkait. 
Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang 
kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menerima titipan pembayaran Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dan upaya hukum pembeli atas titipan 
BPHTB yang tidak dibayarkan oleh PPAT. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian 
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder 
sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang 
dan pendekatan konseptual. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT menerima titipan pembayaran BPHTB dari 
pembeli adalah dalam kapasitasnya sebagai pribadi berdasarkan kuasa dari penghadap, bukan 
dalam kedudukannya sebagai PPAT. Dalam konteks tersebut terdapat perikatan antara 
pribadi PPAT dengan pembeli sehingga terjadi suatu prestasi. Pembeli dapat melakukan 
gugatan atas dasar wanprestasi apabila BPHTB tidak dibayarkan oleh Pribadi PPAT. 
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ABSTRACT 
 
Land deed officials (PPAT) have function to serve society in all situations and 
conditions. Commonly, land deed official is also helping the land buyer in paying all land 
taxes (BPHTB) to the tax department and other related departments.  . 
The present study tries to examine and elaborate further about the authority of land 
deed officials in helping to pay all land taxes (BPHTB). Moreover, the present study also 
tries to study legal protection of customer when all the land taxes (BPHTB) are not paid to 
the related departments by the land deed official (PPAT). 
The method used in the present study is a normative legal research, namely legal 
research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in 
finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual 
approaches.  
The present study shows that land deed official in helping customer to pay all land 
taxes (BPHTB) is included as their private capacity not as land deed official. In other words, 
there is some private connection between land deed officials as private individual and 
customer in form of business relation. Customer is able to sue land deed official as private 
individual when he/she does not paid all the land taxes (BPHTB) to the related departments.  
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KESIMPULAN 
1) PPAT yang menerima titipan pembayaran BPHTB dari pembeli bertindak dalam 
kapasitasnya selaku pribadi yang merupakan subyek hukum yang dapat dibebani hak 
dan kewajiban, bukan dalam jabatannya selaku PPAT. Hubungan hukum yang terjadi 
antara wajib pajak dengan PPAT dapat berupa : 
a. Zaakwarneming, apabila PPAT menerima titipan pembayaran pajak BPHTB dan 
bertindak mewakili wajib pajak pada saat membayarkan BPHTB secara sukarela 
tanpa adanya upah atau imbalan yang diperjanjikan, baik secara tegas maupun 
secara diam-diam. 
b. Lastgeving atau pemberian kuasa apabila PPAT menerima titipan pembayaran 
pajak BPHTB dan bertindak mewakili wajib pajak pada saat membayarkan BPHTB 
dengan adanya upah dalam pengurusan tersebut.  
-Pemberian kuasa dari wajib pajak kepada PPAT meskipun tidak dibuat secara 
tertulis, namun apabila terpenuhi unsur-unsur bertindak mewakili kepentingan 
orang lain dan terdapat upah baik diperjanjikan secara tegas maupun tidak, sudah 
cukup menegaskan bahwa terdapat hubungan pemberian kuasa.. 
2) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli yang titipan BPHTBnya tidak 
dibayarkan oleh PPAT dapat melalui gugatan perdata dan tuntutan pidana. Gugatan 
perdata yang dilakukan oleh pembeli terlebih dahulu melihat konstruksi hubungan 
hukum yang terjadi dengan PPAT. Apabila sebelumnya diperjanjikan adanya upah 
maka dapat dilakukan gugatan atas dasar wanprestasi. Selain dapat ditempuh 
gugatan perdata pembeli yang titipan BPHTBnya tidak dibayarkan dapat melakukan 
tuntutan pidana atas dasar penggelapan.   
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